BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

bahwa untuk keberlangsungan pembangunan dan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebak yang berakhir pada Tahun 2024, diperlukan
kepastian program pembangunan Tahun 2025
sampai dengan 2026 yang disusun dengan
Peraturan Bupati Lebak;

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun
2024, perlu disusun rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah



Mengingat

Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024,
menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang berhalangan tetap atau
berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
Pj/pelaksana tugas/pelaksana harian kepala
Daerah bertugas untuk menetapkan perkada
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2025-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan dJangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lebak {Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D};
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2008 Nomor 19);



MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025-
2026.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Bupati adalah Bupati Lebak

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.,

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

©. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu} Tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
dilsebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk
periode 2 (dua) Tahun yang merupakan penjabaran

sasaran, program yang memuat arah kebljakan



keuangan, strategi pembangunan daeah, kebijakan

umum dan program perangkat daerah lintas

perangkat daerah dan program kewilayahan disertai

dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II
RPD
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menetapkan RPD.
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

(1)

tentang:

a.

penyelarasan Program Prioritas Provinsi Banten
dalam RPJMD Provinsi Tahun 2017-2022;
evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan
hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-
masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022;
evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022
dalam pencapaian hasil (outcome);

isu-isu strategi yang terbaik dengan bidang
urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

kebijakan nasional;

regulasi yang berlaku; dan

saran dan/atau masukan dari pemangku

kepentingan (stakeholders).

Pasal3
SISTEMATIKA RPD
Pasal 4

Sistematika RPD sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN




(2)

BAB 1I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DAERAH

BABV TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKAPENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pagu yang tercantum dalam Dokumen RPD

2)

merupakan pagu Indikatif yang prediksinya dilihat
dari pagu Indikatif Perubahan RPJMD Tahun 2019-
2024 di Tahun 2024.

Pagu realisasi setiap tahun berdasarkan pada
kemampuan pendapatan setiap tahun.

Pagu realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dapat lebih tinggi atau rendah dari pagu yang
tercantum dalam RPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}).



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

pengudangan

setiap orang mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Januari 2024

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Januari 2024
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BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR



